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Alur penyusunan RPJM Desa yang diatur
dalam Permendesa PDTT No. 21/2020
bertentangan dengan yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah No. 43/2014

Permendesa PDTT No.21/2020 Pasal 31 dan
Pasal 33

bertentangan dengan

Peraturan Pemerintah No. 43/2014 Pasal 114
dan Pasal 116



PP No 43/2014

Pasa| 114 Pasal 31

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

anggaran berjalan. - a. penyelenggara musyawarah Perencanaan
Pasal 116 Pembangunan Desa adalah kepala Desa;

b. dan seterusnya
\ Pasal 33
SdTvayailiiaiia ulliianduu paua ayat | 1) Ulinutll vigi bauail g e s maes — =
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa. (2) Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana
(3) Dan seterusnya. dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
b. dan seterusnya.




Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa
yang diatur dalam Permendesa PDTT No.
21/2020 harus dilakukan melalui 2 kali

musyawarah tingkat desa (Musrenbang Desa

dan Musdes) karena alurnya setelah
Musrenbang Desa (Pasal 31) masih ada

Musdes (Pasal 33)

Mengacu Peraturan Pemerintah No. 43/2014,
cukup dilakukan melalui Musrenbang Desa
saja (Pasal 120)



PP No 43/2014 Permendesa PDTT No. 21/2020

Pasal120
(1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:

Pasal 31

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis

politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang berkepanjangan; atau diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan a. penyelenggara musyawarah Perencanaan
Pemenntah pemenntah daerah prown3| dan/atau Pembangunan Desa adalah kepala Desa;
T L N oy B b. dan seterusnya
Pasal 33

dengan peraturan Desa.

(2) Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
b. dan seterusnya.




Alur penyusunan RPJM Desa yang diatur
dalam Permendesa PDTT No. 21/2020
berbenturan dengan agenda BPD yang
diatur dalam Permendagri No. 110/2016

Buku Panduan BPDyang diterbitkan
Kementerian Dalam Negeri (2018)
menegaskan dilaksanakannya Musdes

penyusunan RPJM Desa maksimal 1 (satu)
bulan setelah Kepala Desa dilantik (hal. 506)



Buku Panduan

BPD

TAHUN 2018

Permendesa PDTT No 21/2020

Pasal 31

(2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyelenggara musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa adalah kepala Desa;
b. dan seterusnya

Pasal 33
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(2) Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
b. dan seterusnya




Permendagrl No. 110/2016 Tentang BPD

MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(RPJM DESA)

INPUT (2):
1) Rumusan Arah

Kebijakan i
dan prioritas PN

INPUT : "t?-aa- 4:3?
1) RPIMD -

2) Peraturan Bupati/
Walikota tentang
Kewenangan Desa
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Permendesa PDTT No 21/2020

Pasal 31

(2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyelenggara musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa adalah kepala Desa;
b. dan seterusnya

Pasal 33
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(2) Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
b. dan seterusnya




Matriks Rancangan RPJM Desa dalam
Lampiran Permendesa PDTT No. 21/2020
menghilangkan kolom Sasaran/Manfaat
dari lampiran Permendagri No. 114/2014

Kolom Sasaran/Manfaat sangat dibutuhkan
dalam penyusunan LPPD/LKPPD,
penyusunan RKP Desa, pelaksanaan Tupoksi
BPD terutama monitoring dan evaluasi
kinerja Kepala Desa



Permendagri No. 114/2014 Kolom SASARAN/MANFAAT dibutuhkan
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DESA :1| = penyusunan RKP-Desa, terutama pada

R PATEN 1 sub-bab Evaluasi Pelaksanaan RKP-Desa
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Pemahaman Musdes dan Musrenbang Desa
dalam Permendesa PDTT No. 21/2020 saling
bertentangan antara Pasal 1 (angka 10) dan
Pasal 33 (ayat 1) serta Pasal 1 (angka 11)
dengan Pasal 31 (ayat 1)

Masih dalam 1 peraturan yang sama, hanya
beda pasal saja tetapi berbeda pengertian



Peramendesa PDTT No. 21/2020

e EEEEEE

Pasal 1

masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten/kota.

Peramendesa PDTT No 21/2020

Pasal 31

(2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyelenggara musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa adalah kepala Desa;
b. dan seterusnya

Pasal 33

dan mengesahkan RPJM Desa.
(2) Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
b. dan seterusnya




Komposisi Tim Penyusun RPJM Desa
dalam Permendesa PDTT No. 21/2020 (Pasal
2'7) menghilangkan peran jabatan
kelembagaan di desa seperti yang diatur
Permendagri No. 114/2014 (Pasal 8)

Fakta di banyak desa di Sultra, penerapan
Pasal 27 Permendesa telah menyuburkan
praktek jual beli atau COPAS dokumen
karena tim penyusun RPJM Desa tidak
memiliki kemampuan/pengalaman
administratif



Pasal 27

Desa.

(2) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas:
a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
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d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur
masyarakat Desa lainnya.

(3) Dan seterusnya.

Pasal 8

pevm'berdéya‘én masyarakai, kader pemberdayaan'
masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling

sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas)
orang.

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengikutsertakan perempuan.

(5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.




Komposisi Tim Penyusun RKP Desa dalam
Permendesa PDTT No. 21/2020 (Pasal 36),
disamping menghilangkan peran jabatan
kelembagaan di desa seperti yang diatur
Permendagri No. 114/2014 (Pasal 8) juga

memperpanjang alur penyusunan RKP Desa

yang harus melalui 4 (empat) kali
musyawarah berbading 2 (dua) kali

musyawarah yang diatur dalam Permendagri
No. 114/2014



Pasal 36 Pasal 33

Desa.

(2) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada

dengaﬁ mémp-ertimbangkan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan
keahlian: masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
= molmsfosis eefele lol foobees e doe (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
_ (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
masyarakat Desa lainnya. mengikutsertakan perempuan.
(3) Dan seterusnya. (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan

paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

(6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan
kepala Desa.




PERMENDESA PDTT No. 21/2020
Alur Penyusunan dan Penetapan RKP Desa
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Masuk ke Desa [Pasal 47]
[Pasal 38]




Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa
dan RKP Desa, Permendesa PDTT No.

21/2020 (Pasal 22), mengamanatkan
pengaturannya dalam Peraturan Bupati




Peramendesa PDTT No. 21/2020
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Pasal 22
(1) Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas:

a. penyusunan RPJM Desa; dan
b. penyusunan RKP Desa.
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(2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka
meliputi:

a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
b. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Peramendesa PDTT No 21/2020

Pasal 33

(1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan
Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan
mengesahkan RPJM Desa.

(2) Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pembahasan rancangan RPJM Desa;

b. penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita
acara musyawarah Desa; dan

c. pengesahan dokumen RPJM Desa.

(3) Berita acara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh kepala Desa,
ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan
masyarakat Desa.

(4) Pengesahan dokumen RPJM Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dilakukan dengan




